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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mengenai kedudukan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) di Indonesia, 

Peraturan Kebijakan tidak bisa disamakan dengan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Karena walaupun Peraturan Kebijakan memiliki relevansi hukum dan sifat 

regeling, hal itu tidak cukup untuk disamakan dengan Peraturan Perundang-

Undangan. Karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu pada 

materi muatannya, tujuan dan fungsi pembentukannya, dan kewenangan 

pembentukannya. 

2. Mengenai Pengujian terhadap Peraturan Kebijakan (beleidsregel) di 

Indonesia, belum ada lembaga yang dapat mengujinya. Hal itu dikarenakan 

Peraturan Kebijakan (beleidsregel) bukanlah merupakan Peraturan 

Perundang-Undangan walaupun terdapat putusan hakim Mahkamah Agung 

yaitu Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 dan Nomor 03 P/HUM/2009 yang 

menyatakan bahwa peraturan kebijakan merupakan Peraturan Perundang-

Undangan dan pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal 

itu tidak dapat merubah kedudukan dan kewenangan Pengujian terhadap 

Peraturan Kebijakan di Indonesia, karena juga terdapat Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 27 P/HUM/2015 dan 48 P/HUM2016 yang pada intinya adalah 
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tidak mengabulkan uji materiil terdapat peraturan kebijakan karena bukanlah 

merupakan peraturan perundang-undangan.  

4.2 Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Terhadap kedudukan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) di Indonesia, 

pemeintah harusnya memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan 

Peraturan Kebijakan (beleidsregel) di Indonesia. Pengaturan tersebut dapat 

dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan pada Bab mengenai Diskresi yaitu terkait bentuk-bentuk 

diskresi pemerintah. 

2. Terhadap pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia, pemerintah harusnya 

merevisi Undang-Undang Mahkamah Agung dan menambahkan ketentuan 

mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan 

Kebijakan (beleidsregel). Karena sudah sepantasnya, terhadap sebuah 

peraturan yang memiliki relevansi hukum harus diadakan mekanisme 

pengawasan, mekanisme pengawasan tersebut adalah melalui pengujian.  
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